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BUPATI NATUNA

PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI NATUNA

NOMOR gg TAHUN 2021

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN BUPATI NATUNA NOMOR 10 TAHUN 2006

TENTANG PEI{YELENGGARAAN PENDAFTARAN PEND UD U K

DAN PENCATATAN SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang a.

BUPATI NATUNA,

bahwa untuk terselenggaranya pelayanan

Aministrasi Kependudukan berdasarkan Undang-

undang Nomor Nomor 23 Tahun 2006 tentang

Administrasi Kependudukan sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 24

Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan

serta Peraturan PresideJr Nomor 96 Tahun 2018

tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran

Penduduk dan Pencatatan Sipil, maka Perattrran

Bupati Natuna Nomor 10 Tahun 2006 tentang

Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dan

Pencatatan Sipil tidak memenuhi kriteria sehingga

harus dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan

Peraturan Bupati tentang Pencabutan Peraturan

b.



Mengingat

Bupati Natuna Nomor 10 Tahun 2006 tentang

Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan

Pencatatan Sipil;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun L974 Nomor 1, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3019)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 16 Tahun 2Ol9 tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2Ol9 Nomor 186, Tambahan Iembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6a01);

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang

Keimigrasian (Iembaran Negara Republik

Indonesia Tahun L992 Nomor 33 Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3a7a\
4. Undang-Undang Nomor 53 Tahun t999 tentang

Pembenttrkan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten

Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten

Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna,

Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999

Nomor !81, Tambahan ilembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah di ubah

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang

Negara Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2OO8

Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53

Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten

Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, I(abupaten

Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun,
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3.
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5.

Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi,

dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OOB Nomor LO7, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a88O);

Undang-Undang Nomor L2 Tahun 2006 tentang

Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor a63a\

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang

Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124,

Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4674, sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang

Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2OL3 Nomor 232,

Tambahan Lembaran

Indonesia Nomor 5+75l.;

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO9 tentang

Pelayananan Publik (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OO9 Nomor Ll2, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5038);

Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2OO9 tentang

Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan

Keluarga (Lembaran N;Sara Republik Indonesia

Tahun . 2OOg Nomor tbt; Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5O8O);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ot4 tentang

Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

6.

Negara Republik

8.

9.



tentang Penrbahan Kedua Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 58, T'ambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 56791;

10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2O2O tentang

Cipta Kerja (kmbaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2O2O Nomor 245, Tarrrbahan lembaran

Negara Republik Indonesia 6573);

11. Perattrran Daerah I(abupaten Natuna Nomor 6

Tahun 2Ol9 tentang Pembahan Atas Peraturan

Daerah Nomor 2 Tahun 2Ol2 tentang

Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan

(Lembaran Daerah Kabupaten Natuna T'ahun 2Ol9

Nomor 6);

Menetapkan

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG

PERATURAN BUPATI NATUNA NOMOR

TENTANG PEI\IIEUENGGARMN

PENDUDUK DAN PENCATAJTAN SIPIL,

PENCABUTAN

10 TAHUN 2006

PENDAIITARAN

Pasal I

Peraturan Bupati Natrrna Nomor 10 Tahun 2006

tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dan

Pencatatan Sipil (Berita Dperah Kabupaten Natuna

Tahun 2006 Nomor 1O) Dicabut dan dinyatakan tidak

berlaku.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal

diundangkan.



Agar setiap orang dapat mengetahuinya,

memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini

dengan penetapannya dalam Berita Daerah Kabupaten

Natuna.
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VARIANTO

KABUPATEN NATUNA TAHUN 2ozt NoMoR 91

Diundangkan di Ranai Y

pada tanggal 73 )eytxtubo, ru21

ft.dtuq 'fr({t*,

&PJ. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NATUNA,
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BERITA


